


llf,eteatuan BAB VI Pasal 76, Peraal 77, Pasql 78, Pasa1

79, Fasal 80, Fasal 81, Pasal 82, Pagal 88, Pasal E4,

Drsal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal

90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95,

DEaI 96, Pasal 97 dan Pasal 98 diubah menjadi:

BAB VI

IEDEIDIII{AN, ORGANISASI, ?ATA KERJA DAll[ URAIAN

TTIGAS POKOK DA,IS FUT{GSI DIT{AS PEI{DIPIKAIiT

Bagian Kesatu

KEDI'DUKII.N

Pasal 76

i I Dinas Pendidikan dipirnpin oleh Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melaLui Sekretaris Daerah ;

2t Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan

Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Aaas Otonomi

dan Manajemen terkait Kewenangan dibidang

Pendidikan ;

3| Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

drmaksud Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Tekhnis dibidang Pendidikan;

b. Penyelenggaraan, Pengawasan, Proses Pemberian

Rekomenciasi Perizinan dan Peiaksanaan Pelayanan

Umum di Bidang Pendidikan ;

c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis

dibidang Pendidikan ;

d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas ;

e. Meiaksanakan Koordinasi Penyusunan rDerencanaarr

Pembangllnan Daerah ;

f. Nlelaksanakan Pengedalian, Evaluasi Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial,

Buda1,a, Tata Ruang dan Prasa_rana Daerah ;

g. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang

Pendidikan untuk Perencanaan Pembane--::=i-

Daerah;



sesual

( 1) Susunan

1. Dinas

dengan tugas dan fungsinya.

Sag{an Kedua

SR,GANTSASX

Pasal 77

Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:

2. Sekretariat, tnen:hawahi :

a.. Sub Bagian Umum dan Tugas FerbantLtan,

b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan

Pelaporan,

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pembinaan SD, membawahi :

a. Seksi kurikulum dan Fenilaian SD,

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD,

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

SD.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal, membawahi :

a. Seksi kurikulum dan Penilaian PAUD dan

Pendidikan Nonformal,

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana P,\UD

dan Pendidikan Nonformal,

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakten

PAUD d.an Pendidikan Nonformal"

5. Biclang Pembiila.an Ketenasaafl

a. Sei<si Pembinaan PTK ilaud dan Fendiclikan Non

Formal,

b. Seksi Pembinaan PTK SD,

c. Seksi Tekhnis PTK SMP"

5. Bidang Fembinaan SMP

a. Seksi Kurikulum clan Penilaian SMP

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP

c. Seksi Peserta Didik dan Fembangunan Karakter

S}.IP

;. Unir Felaksana Tekhnis Dinas



(u

Bagian Ketiga

URAI^&S TUGAS POKOK DAI{ FUI'TGSE

Pasal 78

Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggungjar,vab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah ;

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

berdasarkan Azas Otonomi dan Manajemen terkait
Kewenangan dibidang Pendidikan ;

(3) Untuk menyeienggaraka.n tugas sebagaimana

dimaksud Kepaia Dinas Pendidikan mempun5rai fungsi:

a. membantu Rupati dalam melaksanakan tligas

Otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintah

Kabupaten d.ibidang Pendidikan ;

b. Penyiapan Konsep Kebijakan Dinas dalam

Pelaksanaan Kewenangan dan Pelaksanaan tugas -
tugas Dinas dibidang Pendidikan ;

c. Merum.uskan Sasaran dan Program Kerja dibidang
Pendidikan ;

d. Merumuskan Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk

Tekhnis sebagai Dasar Pelaksanaan tugas Dinas
Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;

e. Menetapkan Program Keq'a Dinas pendidikan sesuai

dengan Rencana Strategis pernerjntah Kabupaten

Padang Lawas Utara ;

f. Mengendaiikan dan Mengarahkan pelaksanaan

tugas Sekretaris dan Bidang;

g. Mengoreksi dan menandatangani surat- surat serta
memaraf surat-surat untuk clitanda tangani Bupati ;

h. Merumuskan Kebijakan dan Solusi pemecahan

terhadap masalah masaiah pelaksanaan tuga-s

Dinas Pendidikan :

i. Nlendistribusikan tugas keoada Dara har,.-a-"-

(2)



Il'Iengadakan Konsultasi tugas dengan pihak - pihak

]-ang terkait baik Tekhnis maupun Administrasi,

untuk Keserasian dan Keharmonisan pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi ;

N.'leiaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Penegakan

Disiplin, serta Penilain Kinerja terhadap bawahan ;

Ii.{emberikan Saran dan Pertimbangan yang perlu

kepada Bupati melaluii Sekretaris Daerah sesuai

bidang, tugas dan fungsinya ;

Pelaporan dan Pertanggungiawaban pelaksanaan

tugas dan fungsinya kepada Bupati melaiui

Sekretaris Daerah ;

Ir'lelaksanakan Penyeienggaraan dan Pengawasan

Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi

Tenaga Pendidik dan Kepenclidikan secara

Profesional serta sesuai persyaratan jabatan ;

Ivlelaksanakan Penyelenggaraan Perizinan ditlidang

Pendidikan ;

p *lelaksanakan Penyeienggaraan Kelender dan

Jumlah Belajar Efektif setiap tahun tragi Jenjang

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat

sampai Jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 79

Sek:'etariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Sebagai

Pejabat Administrator yang dalam melaksanakan tugas

dan fungsi berked"udukan di bawah dan bertanggung

;au'ab kepada Kepala Badan;

Sekretarjs mempunyai tugas membantu l{epala Dinas

daiam menyelenggarakan tugas kelancaran

peiaksanaan fungsi kepala Dinas dalarrr bidang

cenvelenggarakan urusan pemerintahan dan

peiavanan umum, kepegawaian, tata u*aha, rumah

Engga dan teknis pen-veiengaraan pelaksanaan tugas

pokok Dinas;

Sekretaris Dinas, mernpunyai fungsi :

a. ivfemimpin sekretariat dalam pelaksanaan kela:a:l



17u.

peraiatan, penataan arsip, kepegau-aian dan pena-La

usaha-an keuangan dan barang, Pengelolaarr

informasi serta penyusunan program dan evaluasi

pelaksanaan tugas fungsi Satuan Kerja;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan

1.

perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan pelaksanaan kegi.atan teknis

administrasi umum, perlengkapan dan peralatan,

penataan arsip, kepegawaian dan penata usahaan

keuangan dan barang serta Pengelolaan informasi

Satuan Kerja;

Menyu.sun rencana kerja operasional sekretariat

berdasarkan prograrn, kegiatan dan sasaran yang

teiah ciitetapkan. sebagai pedoman peiaksanaan

tugas;

Memfasilitasi dan Mengkordinjr Penyusunan

dokumen perencanaan.

Mengkoordinir penyusunarr kehutuhan anggaran

kas Satuan Kerja;

Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan

yang berlaku untuk pedoman peiaksanaan tugas;

Mendistr:ibusikan Tugas kepada bawahan sesuai

biclang masing-masing;

Mengkoordinasikan pelaksanaan Tugas Bidang

Biclang;

Membina dan memotivasi barvahan rlalam upaya

peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan

pengenrbangan karier;

j. Mengatur pendistribusian surat rnasnl< dan sura.t

keluar;

k. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan

administrasi ketatausahaan sesuai kebutuhan unit
kerja agar kegiatan pokok dapat terlaksana dengal
lancar;

1. Mengendaiikan pelaksanaan
. 

u"*1.**,, o:*':T*

e.

f.

CTt)'

h.



(1)

b. Sub Bagian Program, Perencanaan dan Pelaporan.

c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 80

Sub Bagian Umum dan Tugas Perbantuan dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian sebagai pejabat

pengawas yarrg dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya berkedudukan di bawah dan Kepegawaian

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Umum dan T\rgas Perbantuan

mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas

kesekretariatan khususnya urusan umum.

Kepala Sub Bagian Umum dan Tugas Perbantuan

mempunyai fungsi :

a. Mernimpin sub bagian umum dalarn pelaksanaan

kegiatan teknis adrninistrasi umum, perlengkapan,

peralatan, penataan arsip dan kepegawaian;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-und"angan, pedoman dan petunjuk

teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis

adrninistrasi Llmum, perlengkapalt, peralatan,

penataan arsip dan kepegawaian;

c. Menyusun rencana kerja operasional sub bagian.

umum dan kepegawaian berdasarkan program,

kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai

pedorrran pelaksanaan tugas;

d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan dan perpustakaan;

e. Melaksanakan Pengelolaan Informasi Perangkat

Daerah;

f. Melakukan inventarisasi, pengadaan, mengelola dan

memeiihara serta mengamankan alat-aiat

perlengkapan kantor dan perpustakaan;

g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait

baik internal maupurr eksternal;

(2)

(3)



h.

i.

j.

k.

1.

o.

p.

q.

r.

i

Mengatur pendistribusian surat masuk dan keluar

sesuai permasalahannya, agar penyainpaian surat

ketujuan tepat waktu;

Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan

administrasi ketatausahaan dan pery'alanan d.inas

sesuai kebutuhan agar kegiatan dapat berjalan

lancar;

Mengkoordinir kegiatan pelayanan kerumah

tanggaan dan keprotokolan sesuai rencana

kebutuhan rnasing-masing unit untuk mendukung

peiaksanaan tlrgas;

Mengumpulkan dan mengolah data yang

berhubungan dengan kepegawaian ;

Menyiapkan dan menyusun daltar rencana daftar

urut kepangkatan (DUK) dan analisis jahatan;

m" Menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk
pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan;

n. Menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan

t.

pen gawasan fungsional;

Memhina dan menaotivasi bawahan ctalam upays"

peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas dan

pengembangan karier;

Menyiapkan laporan pelaksanaan tuE;as kepada

a.tasan sebagai bahan pertanggungjawaban dan

penyusunan program lanjutan;

Memimpin pejabat pelaksana dalam pelaksanaan

tugas - tugas;

Melaksanakan tugas lainnya sesuai instruksi yang

diberikan oleh atasan

Mengoiah dan Menyqjikan bahan data untuk
Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan,

Adm.inistrasi Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

Dinas ctan UPTD;

Melaksanakan Urusan Perlengkapan & Inrreteris

Barang serta Kebutuhan Rumah Tangga Dinas ca:-

UPTD:



untuk Pengajuan dan Pengiku'r-sertaan Pegat-ar

dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepegau'aian,

Kenaikan Caji Berkala, Cuti, Mutasi

Tugas/Jabatan, Pensiun, Kenaikan Pangkat

maupun Hukuman Disiplin;

v. Mengkoordinir Pembuatan PAK (Penilaian Angka

hiredit) berdasarkan DUPAK {Daftar Usulan Angka

Kredit) bagi setiap Guru/Penga\Mas di seluruh

sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di jajaran

Lingkungan Dinas meialui Tim Penilai Angka Kredit

sebagai salah dasar pengusulan Kenaikan Pangkat

Jabatan Fuir.gsional Guru clan Pengawas;

w. Mengkoordinir Pembuatan Laporan Penilaian

Kinerja PNS melalui Pembuatan Sasaran Kiner:ja

Pegawai (SKP) setiap tahunnya;

x. Menyalurkan/Memberikan SK Kenaikan Pangkat,

Kenaikan Berkala, PAK dan SK Pensiun kepada

seluruh PNS di Lingkungan Kerja Dinas Pendidikan

melalui Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) di

seluruh Kecarnatan untuk Jenjang Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini;

y. Koordinasi dengan instansi vertical terkait
pelaksanaan Fendidikan Menengah keatas dan

Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama baik

didaiam Dinas maupun dengan Instansi/Lerlbaga

Vertikal terkait Urusan dibidang Perencanaan d.an

Pendataan baik tingkat Kabupaten, Provinsi

. filaupLln Pusat ;

z. Pelaporan dan Pertanggungjawaban atas

Pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris serta

Melaksanakan tr-igas lain yang diberikan Sekretaris

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

aa. Merencanakan Can Melaksanakan Pengelolaan Data

dan informasi PenCidikan berba.sis Pengelolaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi iICT);

bb.Melaksanakan Publikasi Data dan Infc:=as:



(1)

(2)

Pengelolaan Website Dinas dan Publikasi Dalam

Bentuk Buku (Laporan);

cc. Merangkum seluruh Data Pendidikan sebagai Bahan

Penyusunan Data Profil Pendidikan Dinas

Pendidikan Kab. Padang Lawas Utara setiap

tahunnya;

dd.Mengelola bantuan dari Pemerintah Provinsi

Sumatera utara rnengenai Sekolah SMA dan SMK di

Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasal B1

Sub Bagian Prcgram, Perencanaan dal Pelaporan

dipimpin oieh seorang Kepa1a Sub Bagian sebagai

pejabat penga\ /as yang dalam melaksanakan tugas

clan fungsinya berkeciucll.ltr{an di ba'arah clarr

bertanggungjawab kepad a Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan

Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris

dalam hal pernmLrsan rencana kegiatan tahunan dan

Iaporan akuntablitas kinerja Badan.

Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan dan

Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Memirnpin sub bagian program dalam pelaksanaan

kegiatan teknis administrasi perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan dan

tugas fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja;

b. Vlenghimpun dan mempelajari peraturan

perundang-undangan, pedoman dan petunjuk

teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis
program darr evaluasi pelaksanaan tugas fungsi

Satuan Kerja;

c. Nlenyusun rencana kerja operasional sub bagian"

program dan evaluasi berdasarkan program,

kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

{3}



G.

e.

lvlenr-usun dan merencanakan rencana kegiatan

dan program kerja tahunan Satuan Kerja

berdasarkan masukan unit kerja;

Menyusun Laporan Evaluasi Program Kegiatan,

LPPD, LKPJ;

Menyusun Renstra, Renja dan RKA

Menyusun jadwal pelaksnaan program dan kegiatan

Satuan Kerja;

Melakukan evalu.asi pelaksanaan tugas clan fungsi

Satuan Kerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan

fungsi unit kerja;

Menyusun laporan

pelaksanaan program

dilaksanakan oleh Satuan

IVlenyelesaikan temuan

pengawasan fu.ngsional;

akuntablitas kiner:ja

dan kegiatan yang

Kerja;

hasil pemeriksaan

k. Membina dan memotivasi Pejabat PeLaksana dalam

upaya peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas

dan pengembangan karier;

t. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada

atasan sebagai bahan pertanggungjawaban dan

penyusunan program lanjutan;
m. Mela.ksanakan tugas iainnya sesuai instruksi yang

diberikan oleh atasan.

n. Mengkoordinir dan Melaksanakan Pengumpular:.

Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang meiiputi

Data Jumlah Siswa, Data PTK, Data Sarana

Prasarana pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar

(DAPODiKDAS) serta Jenjang Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat (DAPODiK PAUD-

DiKMAS) di Lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Padang Lawas Utara ;

o. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

tugas kepada Sekretaris ;

p. Pengelolaan data pokok pendidikan tingkat SD dar
SMP;

f.

g
t'

h.

J.



(U

(2)

(3)

Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 82

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepaia

Sub Bagian sebagai pejabat pengawas yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan sebahagian tugas kesekretariatan

khususnya urusan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Memimpin sub bagian keuangan dalam

pelaksanaan kegiatan teknis
pengelolaan keu angan Satuan Kerja;

b" Menghimpun dan rnempelqjari peraturan

perundang-undangan, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan administrasi pengelolaan

keuangan Satuan Kerja;

c. Menyusun rencana kerja operasional sub bagian

keuangan berdasarkan program, kegiatan dan
sasaran yang telah ditetapkan;

d. Menyusun kebutuhan anggaran kas perangakt

Daerah;

N{enyusun DPA/ DPPA Perangakt Daerah;

IVieneliti keiengkapan SPP yang disampaikan

bendahara pengeluaran dan dilcetahui/disetujui
oleh pejabat pelaksana Teknis Kegiatan perangkat

Daerah;

Meneiiti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, Spp-TU dan
SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan

lainnya sesuai ketentuan Perundang-undangan ;

Melakukan verivikasi surat permintaan pembayaran

(sPP);

administrasi

p

f.

ctb'

h.

i. N4enr.iankan surat nerinfah memhavnr /SPTI4).



k. Menyiapkan laporan keuangan Perangakt Daerah;

1. Men;riapkan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Perangkat Daerah; 
\

m. Menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan

pengawasan fungsionai ;

n. I\4embina dan memotivasi Pejabat Pelaksana dalam

upaya peningkatan produktivitas pelaksanaan tugas

dan pengerabangan karier

o. Menyiapkan iaporan pelaksanaan tugas kepada

atasan sebagai bahan pertanggungia'waban dan

penyusunan program lanjutan;

p. Memimpin pejabat pelaksana dalam pelaksanaan

tugas-tugas;

q. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana,

program, kegiata"n dan anggaran;

r. Nlelaksanakan pembukuan dan

pertangp;ungjawaban keuangan serta menyiapkan

dan membuat peiaporan triwulan, semester dan

tahunan;

s. Menyiapkan dokumen dan menyampaikan laporan

pertanggungjawaball penerirnaan dan pengeluaran

keuangan dinas;

t. Membina, membimbing, mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan tugas bendahara dinas

dan bendahara UPTD;

u. Mengelola hant"uan heasiswa untuk mahasiswa

berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten
' Padang Lawas Utara;

v. I\4elaksanakan tugas lainnya yang diherikan

atasarr.

Pasal 83

(1) Bidang Pembinaan SD dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang sebagai pejabat administrator )rang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinSra berkedudukan di

bawah dan bertanggungjatvab kepada Kepala Dinas:



:z

(3)

Kepaia Bidang Pembinaan SD melaksanakan tugas

penJvusuna-r-l bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar,

Kepala Bidang Pernbinaan $D mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perLrmusan dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

peserta didik dan pernbangunan karakter sekolah

dasar;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang

kurikuium dan penilaian, kelembagaan dan sarana

prasa.rana, serta peserta didik dan pembangunan

karakter sekolah dasar;

c. penyusLrnan bahan penetapan kurikulum muatan

lokal sekolah dasar;

d. penyusurlan bahan penerbitan tzin pendirian,

penataan, dan penutupan sekolah dasar;

penyusunarl bahan pembinaan kurikulum dan

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

peserta didik dan pembangunan karakter sekolah

dasar;

penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra

daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/

kota;

g. pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi di biclang

kurikulum dan penilaian, keiembagaan dan sarana

prasarana, serta peserta didik dan pernbangunan

kar akter sekolah dasar;

h. pelaporan di bidang kurikuium dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta

didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

dan

i. Mengkordinir Pelaksanaan Pengolaan Tekhnis

Bantuan Peserta Didik Sekolah Dasar.

(4) Bidang Pembinaan SD, membawahi:

a. Seksi Kurikulum dan Peniiaian Sekolah Dasar.

e.

f.



(2)

b. Seksi l{elembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah

Dasar,

c. Seksi Peserta Didik dan Pemhangunan Karakter

Sekolah Dasar.

Pasal 84

(1) Seksi l(urikulum dan Penilaian Sekoia-h Dasar

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi sebagai pejabat

Pengawas .vang dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya berkedudukan di lrarnah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

melaksanakan sebagian tugas bidang pembinaan

Sekolah Dasar di bidang Kurikulum dan Penilaian

Sekolah Dasar;

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perLrmusan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan kurikulum dan peniiaian

sekolah dasar;

b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan

lokai dan kriteria penilaian sekolah dasar;

c. penyusrlnan bahan pembinaan pelaksanaan

kurikulum dan penila{an sekolah dasar;

d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra

daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/
kota;

e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kurikulum dan peniiaian sekolah

dasar;

f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian

sekolah dasar; dan

g. Penyusunan bahan Perumusan Kalender

Pendidikan SD.

Pasa1 85

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah

(3)



(2)

fungsinya berkedudukan di bawah dan

bertanggl-rngi awab kepada Kepa-la Eidang;

Kepala Seksi Kelembagaan clan Sarala Prasarana

Sekolah Dasar melaksanakan sebagian tugas bidang

pembinaan Sekolah Dasar di bidang Keiembagaan dan

Sarana Prasarana Sekolah Dasar;

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

(3)

b.

penyusunan bahan perumusan,

pelaksanaan kebijakan keiembagaan,

prasarana sekolah dasar;

penyusunan bahan pembinaan

sarana, dan prasararra sekolah dasa"r;

koordi.nasi

sarana, dan

kelembagaan,

c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian,

penataan, dan penutupan sekolah dasar; dan

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi

kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;

e. pelaporan di bidang keiembagaan dan sarana

prasarana sekelah dasar; dan

f. Penyusunan Database Sarana Prasarana Sekolah

Dasar; dan

g. Penyusunan Database DAK.

Pasal 86

Seksi Peserta Didik dan Pernbangunan. Karaktei:

Sekolah Dasar dipirnpin oleh seorarrg Kepala Seksi

seiragai pejabat Pengawas yang dalarn melaksanakan

tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan

bertanggun gjarvafo kepada Kepala Bidang;

l{epaia Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Dasar melaksanakan sebagian tugas bidang
pembinaan Sekolah Dasar di bidang Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Dasar mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusau., koordinasi
*^l^1-^^-^^* I-^1^.:i^1---- -1' 1' r
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bakat, prestasi, dan pembangunan karakier peserta

didik sekolah dasar;

b. penyusunan bahan pernbinaan minat, bakat,

prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik

sekolah dasar;

c. pen5r11s.,rrtt bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pemtrinaan rninat, bakat, prestasi, dan

pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;

d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat,

prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik

sekolah dasar;

e. Pengeiolaan program kartu Indonesia pintar (PIP)

tingkat Sekolah Dasar;

f. Koorclinasi dan penyusunan brahan kerja sama dan

hubungan masyarakat di Bidang Pendidikan

Sekolah Dasar.

Pasal 87

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal dipimpin oieh seorang Kepala

Bidang sebagai pejabat administrator yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Kepala Bidang Pernbinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan PenCidikan Nonformal melaksanakan tugas

penyusr-lnan hahan perurnusan dan pelaksanaan

kei:ijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia

d"ini dan pendidikan nonfcrrmal;

Kepaia Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

a. penyu$unan bahan perlrmusan dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

peserta didik dan pembangunan karakter
pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di 't-i"*:tg

{2}
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(4)

prasarana, serta pbeserta didik dan pembangunan

karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan

nonformal;

c. penyusunan bahan penetApan kurikulum muatan

lokal pendidikan nonformal;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian,

penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak

usia dini dan pendidikan nonformal;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

kurikulum dan penilaian, kelembagaall dan sarana

pra$arana, serta peserta d.idik dan pembangunan

karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal;

f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian,

kelernbagaan dan sarana prasarana, serta peserta

didik dan pembangunan karakter pendidikan anak

usia dini, dan pendidikan nonformai; dan

g. Mengkordinir Peiaksanaan Pengolaan Tekhnis

Bantuan Peserta Didik Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal, membawatri :

a. Seksi Kurikulr,rm dan Penilaian PAUD dan

Pendidikan Non Forrnal,

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD

dan Pendidikan Non Formal,

Seksi Peserta Didik clan Pembangunan Karakter

PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Pasal BB

Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan

Non Formal dipimpin oieh seorang Kepala Seksi

sebagai pejabat Pengarvas yang dalam meiaksanakan

tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan
D^*,{:l;l-^* r\T^- La^-*^1 *^1^r--^-^^r-^-- *^1-^ --:
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(s)

Pendidikan Nonforma-l di biCang Kr-rrikulum dan

Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal;

Kepala Seksi Kudkulum dan Penilaian PAUD rian

Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi. :

a. penyusunan bahan perlrmr-lsan, koordinasi.

pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian

pendidikan anak u.sia dini dan pendidikan

nonformal;

b. penyusunan bahan penetapan kurikuium muatan

lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonforrnal;

c. penvu.sunarr bahan pernilinaan pelaksanaan

kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia rlini
dan pendidikan nonformal;

d. penyusunan b'ahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kurikulurn dan penilaian pendidikan

anak usia dini cian pendidikan nonforrnal; dan

e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian

pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal.

Fasal 89

$eksi Kelernba.gaan dan Sarana Prasararra PAUD dan

Fendidikan Non Formal dipimpirr oleh seorang lieBala

Seksi s:Lragai pe.jaLrat Pengaw,as yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsin3ra berkedudukan di
i:awah dan bertanggungjawab kepada Kepaia Bidang;

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana

PAUD dan Penciidikan Non Forrnatr melaksanal<an

sebagian tugas bidang Pembinaan Pendidji<an Anak

Usia Dini dan Pendidikan Nonformai cli bidang

Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan
PenCidikan Non Formal;

Kepaia Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana

PAUD dan Pendidikan Non Formal rnempunyai fr_rngsi :

a. penJrusunan bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan kelernbagaan dan sarana

prasarana pendi.dikan anak r_rsia dini can

(1)
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b. penyusunafl bahan pembinaan kelembagaan dan

sarana prasarana pendidikan anak ueia dini dan

pendidikan nonformal; 
I

c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian,

penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak

usia dini dan pendidikan nonformal;

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi

keiembagaan dan sarana prasarana pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonfbrmal, dan

pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana

prasarana pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal;

e. pengelolaan bantuan sarana prasarana DAK fisik

dan non fisik, BKP dan Blokgrand dari Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 90

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD

dan Penclidikan Non Formal dipimpin oieh seorang

Kepala Seksi setragai pejabat Pengawas yang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

PAUD dan Pendidikan Non F'ormal melaksanakan

sebagian tugas bidang Pembinaan Fendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Nonformal d.i bidang Peserta

Didik dan Pembangunan l(arakter PAUD dan

Penrlidikan Non Formal;

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,

bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta

didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal;

b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat.

prestasi, dan pembangunan karakter oeserta clcik

(2\
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(1)

t2|

penoidikan anak usia dini dan pendidu<an

nonformal;

c. penyu$unan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan pernbinaan minat, bakat, prestasi, dan

pembangunan karakter pee;erta didik pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonforrnal; dan

d. pelaporan di bidang pembinaan m.inat, bakat,

prestasi, rian pembangunan karakter peserta didik

pendidikan anak usia dini dan pendiclikan

nonformal.

Pasal 9 1

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang

Kepala Biclang riebagai pejabat administrator yang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Lrerkedudukan di bawah dan bertanggungjau,ab kepada

Kepala Dinas;

Kepala Bidang Pemtrinaan Ketenagaan melaksanakan

tugas penyusunan bahan perumusan dan peiaksanaan

kei:ijakan di biCang pembinaan pendidik dan tenaga

kependidikan penclidikan anak usia dini, sekolah

dasar, sekol.ah menengah pertama, dan pendidikan

nonfornlal, serta tenaga kebudayaan;

Kepala Bideng Pembinaan l{etenagaan rnempunyai

fungsi :

a. penyllsunan bahan perumusan dan koordinasi

petraksanaan kebijakan di h'idang pernbinaan

pendidik dan tenaga kenendidikan pencliclikan anak

usia dini, sekolah clasar, sekolah rnenengah

pertama, dan pendidikan nonforrlal, serta tenaga

kekrud.ayaan;

b. penyuslulan ha.h.an kehrijakan di biclang pernbinaan

penclidik Can tenaga kependidikan pendidikan anak

usia dini, sekolah dasar, sekclah rnenengah

pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga

kebudayaan;

c. pen)iusunax i;a-han rencarla kebutuhan penc:rik

(3)



sekoiah dasar, sekolah menengah pertama. dan

pendidikan nonformal;

penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah

dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan

nonformai;

penyusunan bahan rekomendasi pemindahan

pendidik dan tenaga kependidikan dalam

kabupaten/kota;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di

bidang pernbinaan penclidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah

dasar, sekolah menengah pertam.a, dan pendidikan

rronformal; dan

g. pelaporan di biciang pembinaan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah

dasar, sekolah rnenengah pertama, dan pendidikan

nonformal.

Bidang Pembinaan I{.etenagaan, membawahi:

a. Seksi Pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan Non

Formal;

b. Seksi Pembinaan PTK SD;

c. Seksi Teknis PTK SMP.

Pasal 92

Seksi Pembinaan I}TK PAUD dan Pendidikan Non

Formal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi sebagai

pejabat Pengarvas lrang daiam melaksanakan tugas dan

fungsinya berkedudukan di bawah dan

bertanggungjarn ab kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Pembinaan PIK PAUD dan Pendidikan

Non Forrnal rnelaksanakan sebagian tugas bidang

Pernbinaan Ketenagaan di bidang Perrbinaan PTK

PAUD dan Pendidikan Non Formal;

Kepala Seksi Pembinaan PTK PAUD dan Pendidikan

Non Formal mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan' koordinasr

d.

e.

f.

(4\
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tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal;

penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal; dan

pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal.

Pasal 93

Seksi Pembinaan PTK SD dipimpin oleh seoran.g Kepala
Seksi sebagai pejabat Pengawas yang daiam
melaksanakan tugas dan fungsin;ra berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Pembinaan PTK SD melaksanakan
sebagian tugas bidang Pembinaan Ketenagaan di
bidang Pembinaan PTK SD;

(3) Kepaia Seksi Pembinaan PTK SD mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi
peiaksanaan kebijakan pembinaan pendidik clan
tenaga kependidikan sekolah dasar;

b. penyusunan bahan pembinaan pendidil< clan tenaga
kependidikan sekolah dasar;

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi
peiaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar; dan

d. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah dasar.

Pasai 94

Seksi Tekhnis PTK SMP dipirnpin oleh seorang Kepala
Sel<si sebagai pejabat Pengau,as yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsin.ya berkedr"idukan cli
bawah dan bertanggungjawah kepada Kepala Biclang;

Kepala Seksi Tekhnis PTK SiViP melaksa_nakan sebagian
tugas bidang Pembinaan Ketenagaan di bidang Tekhnis
P?K SMP;

Kepala Seksi Tekhnis PTK SMP rnempunyai fungsi :

a. penyusunarf bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan
tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

b. penyusunan bahan rencana kebutuhan,
rekomendasi cemindahnn ncnrliriilr da* *onaaa

b.

C.

d.

(1)
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(3)

d. peiaporan di bidang pembinaan pendidik cian tenaga
kependidikan rnenengah pertama.

Pasal 95

(1) Bidang Fembinaan Sekolah Menengah Pertama
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sebagai pejabat
adrninistrator yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berkecludukan di barvah da-n.

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Kepala Bidang Pernbinaan Sekolah Menengah Pertama
melaksanakan tugas penyu$unan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pem.binaan
sekolah menengah pertama;

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta
peserta didik dan pembangunan karakt.er sekolah
menengah pertama;

b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pernbangunan
karakter sekolah menengah pertama;

c. penyusunan bahan penetapan kurikuium mu.atan
lokal sekolah menengah pertama;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendiri.an,
penataan, dan penutupan sekolah rnenengah
pertama;

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana pra$arana, serta
peserta didik dan pembangunan karakter sekolah
menengah pertama;

f. penyusunan bahan pembinaan bahasa d.an sastra
daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/
kota;

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
kr-rrikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan
karakter sekolah menengah pertama; dan

la" pelaporan di bidang kurikuh-rm dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pembangunan karakter sekoiah
men.engah pertama;

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,
membarn ahi:

a. Seksi Kurikuium dan Penilaian Sekolah Menengah
Pertama;

(4)



c. Seksi Peserta Didik dan PembangLtnan Karakter
Sekolah Merpngah Pertama.

Pasal 96

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah
Pertarna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi sebagai
pejabat Pengawas yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Ktrrikulum dan Penilaian Sekolah
Menengah Pertama meiaksanakan sebagian tu.gas
bidang Pembinaan SMP di bidang Seksi Kurikuium dan
Penilaian Sekolah l\4enengah Pertarn.a;

Kepala eksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah
Menengah Pertarna mempunyai fungsi :

a. penyu.$una.n bahan perumusan, koordinasi
peiaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian
sekolah menengah perLama;

b. penyusunan bahan penetapa:r kurikuium muatan
lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah
pertarna;

c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan
kurikulum dan peniiaian sekolah menengah
pertama;

d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra
daerah jrang penuturnya dalam daerah kabupaten/
kota;

e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kurikulum sekolah menengah
pertama; dan

f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian.
sekolah menengah pertarna.

Pasal 97

Seksi Kelemhagaan dan Sarana Prasarana Sekolah
Menengah Pertama dipimpin oleh seorallg Kepala $eksi
sebagai pejabat Pengawas yang dalam rnelaksanakan
tu.gas dan fungsinya berkecludukan di bar.n,ah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Sekolah Menengah Pertama melaksanakan sebagian
tugas bidang Pembinaan SMP di bidang Kelembagaan
dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaair kebijakan kelembagaan, sarana, dan
prasarana sekolah menengah pertama;

b. oenvusunan bahan nr"rnhineat" Lalo-l^

{2)
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c. penyusunaq bahan penerbitan tztn pendirian,
penataan, dan penutupan sekolah. menengah
pertama; cian

d. penyusunan bahan pemantauan dan evaiuasi
kelembagaan, sarana, dan pra$arana sekoiah
menengah pertama;

e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana
prasarana sekolah menengah pertarna;

f. pengeloiaan bantuan sarana prasarana DAK fisik
dan non fisik, BKP dan Blokgrand dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudavaan.

Pr**t gA

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi sebagai pejabat Pengawas yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pemban.gunan Karakter
Sekolah Menengah Pertama melaksanakan sebagian
tugas bidang Pembinaan SMP di bidang Peserta Didik
dan Pembangunan, Karakter Sekolakr Menenga.h
Pentama;

Kepala $eksi Peserta Didik dan Pem.hangurran Karakter'
Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat,
bakat, prestasi, clan pembangunan karakter peserta
didik sekolah rnenengah per:tama;

b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat,
prestasi, dan pernbangunan karakter peserta didik
sekolah menengah pertama;

c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi

peiaksanaan pembinaa.n minat, bakat, prestasi, dan

pembangunan karakter peserta didik sekolah
' menengah pertama;

d. pengelolaan Program Kartu lndonesia Pintar (PiP)

tingkat Sekolah Menengah Pertama;

e. pelaporan di bidang pembinaan rninat, bakat,

prestasi, Can pembangun.an karakter peserta didik
sekoiah menengah pertama.

L2. Ketentuan ffiS,B XII Fasal ?,L4, Fasal AlE, Fasa] eIG,
Fasal 221, Pasal ?,22, Pas*l ?,?,3, Fasa! 2?,&, Fasal ?.ZS,

(1)

(21

(3)
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BAGAN STRUKTUR DINAS PENDID]KA}i

Kelompok Jabatar: Fungsional

Sub Bagian Umum dan
Tugas Pembantuan

Bidang Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Non Formal Bidang Pembinaan SMP

Seksi i{urikulum dan Penilaian
PAUD dan Pendidikalr Non

Formal

Seksi Pembinaan PTI{ PAUD
dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kurikulum dan
Penilaian SMP

Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana PAUD dan Pendidikan

Non Formal
Seksi Pembinaan PIK SD

Seksi Kelembagaan dan
Sarana Prasarana SMP

Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter PAUD
dan Pendidihan IJon Formal

Seksi Tekhnis PTK SN{P
Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter SMP

Unit Pelaksanan Teknis

Sub bagian Keuangan

ridang Pembinaan SD

ieksi Kurikulurn dan
Penilaiarr SI)

:ksi Kelembagaan dan
]arana Prasarana SD

ksi Peserta Didik dan
rbangunan Karakter SD

BUPAfi PADA3{IG LAWAS UTARA

d.t.o

BACHRUM HARAHAP


